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Era otonomi daerah membuat pemerintah harus mewujudkan prinsip-prinsip 
good governance guna meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan 
publik. IMB adalah suatu perizinan yang penting dalam pembangunan karena itu, 
dalam proses penerbitan IMB yang merupakan salah satu pelayanan publik 
setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip good governance.  
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan Prinsip Good  governance 
dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan 
Kota Tegal (2) Mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kota 
Tegal untuk memaksimalkan penerapan Prinsip Good  governance dalam 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
Jenis Penelitian adalah jenis normatif-empiris dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik 
pengumpulan kepustakaan dari dokumen atau literatur terkait didukung dengan 
pengumpulan data secara daring serta dengan peneltian lapangan. Penelitian ini 
dianalisis dengan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara 
menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada 
pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip good governance 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas, prinsip 
transparansi dan prinsip efektifitas dan efisien dalam proses penerbitan IMB di 
Kota Tegal. Ketiga prinsip tersebut jika dilihat di lapangan masih banyak 
kekurangan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses 
penerbitan IMB yang terkesan berbellit-belit. Kemudian Upaya yang dapat 
dilakukan Pemerintah Kota Tegal khususnya dalam perizinan IMB yakni dengan 
meningkatkan kualitas SDM dengan menambah pegawai serta meningkatkan 
kualitas website perizinan online Kota Tegal.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  




The era of regional autonomy has forced the government to realize the 
principles of good governance in order to increase public satisfaction with public 
services. IMB is an important permit in development, therefore, in the process of 
issuing IMB, which is one of the public services, at least it must comply with the 
principles of good governance. 
This study aims (1) to describe the principles of good governance in the 
issuance of building permits (IMB) within the Tegal City Government (2) to 
describe the efforts that the Tegal City Government can take to maximize the 
application of the principles of good governance in the issuance of building 
permits (IMB). 
This type of research is a normative-empirical type using a qualitative 
approach and data collection techniques through library collection techniques 
from related documents or literature supported by online data collection and field 
research. This research was analyzed using normative analysis method, which is 
a way of interpreting and discussing research material based on legal 
understanding, legal norms, legal theories and doctrines related to the subject 
matter. 
The results of this study indicate that the application of the principles of 
good governance used in this study uses the principles of accountability, 
transparency and effectiveness and efficiency in the IMB issuance process in 
Tegal City. These three principles when viewed in the field, there are still many 
shortcomings because there is still a lack of public understanding about the 
process of issuing IMB which seems convoluted. Then the efforts that can be made 
by the Tegal City Government, especially in IMB licensing, are by improving the 
quality of human resources by adding employees and improving the quality of the 
Tegal City online licensing website. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang 
menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah 
proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur 
kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang 
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan 
kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara 
yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi 
pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat 
dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya 
melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan 
kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public sevice). 
Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada 
dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat. 
Menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu 
yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan 
pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.
1
 Pemerintah atau 
Government dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi 
yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara 
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bagian, atau kota dan sebagainya” bisa juga berarti lembaga atau badan 
yang menyelenggarakan Pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan 
sebagainya.  
Dalam era otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berasaskan nilai-nilai good  
governance, seiring banyaknya tuntutan masyarakat kepada pemda dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang beroreintasi pada fungsi layanan 
publik. Dalam Keputusan Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan 
pelayanan publik secara garis besar adalah :  
1) Pelayanan administratif;  
2) Pelayanan barang; dan  
3) Pelayanan jasa.  
Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik 
yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Pelayanan secara 
administratif adalah aktivitas layanan yang menerbitkan dokumen misalanya 
pembuatan KTP, IMB dan SIUP.  
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti good Governace 
adalah kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip 
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 






Secara teoritis, good governance dipandang oleh  sebagai suatu proses 
yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan 
kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk 
mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan 
publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan 
budaya mereka dalam sistem pemerintahan.
2
 
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas 
prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan 
didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya 
pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersingungan dengan semua unsur 
prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, 
prinsip-prinsip good governance di urai satu persatu sebagaimana yang 
tertera dalam UNDP (United Nations Deveploment Programe) 
mengemukakan 10 buah prinsip good  governance yaitu ”karakteristik atau 
prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good  governance) meliputi 
partisipasi (Participation), aturan hukum (rule of law), transparansi 
(transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus 
(consensus orientation), berkeadilan (equity), evektifitas dan efisiensi 
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(effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), visi strategis 
(strategic vision) dan saling keterbukaan (interrelated)”.
3 
Dalam melaksanakan Pelayanan Publik perlu adanya penerapan good 
governance. Good governance merupakan istilah yang popular. Konsep 
good governance muncul dikarenakan kurang efektifnya kinerja aparatur 
pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan public. 
good governance berasal dari induk bahasa eropa yaitu gubernare dan 
diadopsi oleh bahasa inggris menjadi govern dengan makna steernatau atau 
biasa disebut dengan menyetir atau mengendalikan. 
Tugas serta tanggung jawab pemerintah selain menyelenggarakan 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan ialah pelayanan publik. 
Pelayanan publik menjadi hal dasar yang paling penting dalam 
menggerakkan roda pemerintahan kekinian yang mengutamakan kedekatan 
pemerintahan dengan masyarakat melalui pelayanan. Lebih lanjut diatur 
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik menjabarkan bahwa Pelayanan Publik merupakan 
kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Dengan berlakunya 
peraturan tersebut maka akan menimbulkan interaksi antara aparatur daerah 
dengan masyarakat menjadi semakin intensif. Dengan semakin 
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meningkatnya tuntutan demokratisasi serta pengakuan akan hak asasi 
manusia yang menciptakan tuntutan terhadap manajemen pelayanan publik 
yang berkualitas, yang didasarkan prinsip good governance 
Konsep good governance dalam system administrasi memiliki 
komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : Pemerintah, 
Masyarakat, dan Kelompok Pelaku Pelayanan Administrasi yang dapat 
dianggap sebagai pelaku usaha. Semua komponen harus bekerja secara 
sinergis dalam suatu aturan yang komprehensif dan saling 
mempertimbangkan kebutuhan dan keperluan setiap komponen tertentu. 
Secara internal di dalam pelayanan administrasi, sistem yang dibentuk harus 
mencakup semua aspek yang diperlukan oleh terlaksananya sistem 
pelayanan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti 
perlu adanya good governance di tingkat pelayanan administrasi, good  
governance di tingkat bagian dan good  governance di tingkat pelayanan 
adminsitrasi.
4
 Salah satu contoh pelayanan administrasi dalam bidang Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  
Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun bangunan baru, 
rehabilitasi/renovasi bangunan dalam rangka melestarikan bangunan sesuai 
dengan persyaratan asministrasi IMB. Izin mendirikan bangunan diperlukan 
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untuk keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar.
5
 Pengaturan 
IMB terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan IMB adalah menciptakan 
tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah. 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat erat kaitannya dengan 
pertanahan dan setiap warga Negara Indonesia berhak memanfaatkan tanah 
baik untuk bangunan maupun untuk tempat tinggal sebagaimana tertuang 
dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 6 
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”
6
 dan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).  
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus 
memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta 
harus diselenggarakan secara tertib. Keseluruhan maksud dan tujuan 
pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, 
keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi 
kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. 
Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan 
fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif tersebut meliputi 
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persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan 
izin mendirikan bangunan. 
Kota Tegal saat ini dapat dikatakan menjadi salah satu kota yang maju 
dengan adanya berbagai bangunan fasilitas seperti pertokoan, penginapan 
maupun pusat perbelanjaan dan restoran. Proses untuk mendirikan bangunan 
di suatu daerah diperlukan suatu surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan atau IMB di Kota Tegal 
tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.   
Permasalahan krusial yang sering terjadi dalam penerbitan IMB di Kota 
Tegal yakni jangka waktu proses penerbitan IMB yang tidak menentu 
disesuaikan dengan lamanya proses administrasi yang ada, karena itu masih 
banyak masyarakat bergantung terhadap “orang dalam” instansi untuk 
mempercepat pengurusan IMB. Tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Tegal ada sekitar 18 (delapan 
belas) penundaan penerbitan IMB yang rata-rata disebabkan kondisi lahan 
tidak sesuai untuk pembangunan rumah dikarenakan berada di kawasan 
industri ataupun tidak adanya penyisihan lahan untuk sarana umum oleh 
pengembang perumahan. 
Peneliti menyoroti pelaksanaan atau penerapan prinsip good 
goverrnance dalam pelayanan peneribitan IMB di Kota Tegal yakni 





Prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar 
guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan 
menjamin kewenangan tersebut mencapai tujuan bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pelayanan publik diharapkan harus sesuai 
SOP dari peraturan yang berlaku. Namun dalam proses peneribitan IMB 
masih kurang baik yakni antara standar pelakasanaan dengan keadaan yang 
ada masih kurang karena masih adanya ditemukan proses pungli atau 
praktek “orang dalam” untuk mempercepat proses penerbitan IMB.  
Keterbukaan informasi pada masyarakat (public) di dalam era 
persaingan global sangatlah penting, dimana tolak ukur dari keberhasilan 
suatu negara dapat dilihat dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang 
baik di dalam pemerintahannya. Informasi juga menjadi salah satu aspek 
penting dalam ketahanan negara. Salah satu krakteristik good governance 
dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, 
yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 
Transparansi mengenai informasi pelayanan atau prosedur perizinan IMB di 
Kota Tegal dinilai sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya keterbukaan 
informasi melalui website mengenai perkembangan proses penerbitan 
perizinan.  
Prinsip good governance selanjutnya yakni mengenai efektifitas dan 
efisiensi, hal ini cukup mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 





Tegal menurut di lapangan dapat dibilang cukup lambat hal ini dikarenakan 
jumalah pegawai yang dibilang sedikit sehingga terjadi proses yang cukup 
lama dari waktu yang ditentukan oleh peraturan. 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang bagaimana penerapan prinsip good 
governance di Pemerintahan Kota Tegal terutama perizinan bangunan untuk 
kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip 
Good  governance Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di 
Lingkungan  Pemerintahan Kota Tegal”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 
penulis membahas beberapa pokok pemasalahan : 
1. Bagaimanakah kebijakan prinsip good  governance dalam 
pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 
lingkungan Pemerintahan Kota Tegal ? 
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kota 
Tegal untuk memaksimalkan prinsip good  governance dalam 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?  
C. Tujuan  
Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai 
sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti 





1. Mendeskripsikan Prinsip Good  governance dalam penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal 
2. Mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kota Tegal 
untuk memaksimalkan penerapan Prinsip Good  governance dalam 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
D. Manfaat Penelitian  
Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah 
menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai 
nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan 
identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian 
ini meliputi:  
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan 
pemikiran bagi ilmu Hukum Tata negara serta menjadi sumber data 
dalam peningkatan good  governance dalam pelayanan publik 
khususnya di Kota Tegal.  
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintahan 
Kota Tegal dalam mengoptimalkan penerapan Prinsip Good  
governance dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagi 
masyarakat, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan gambaran 
khususnya bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh Izin Mendirikan 





E. Tinjauan Pustaka  
Penulisan penelitian ini memiliki sumber acuan dari penelitian 
sebelumnya berupa jurnal-jurnal sebagai berikut :  
1. Titi Darmi, Penerapan Prinsip Good  governance Untuk Layanan 
Publik, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, 
Maret 2016, hlm. 87-156  
2. Rochmadditia, A.F. Penerapan Prinsip-Prinsip Good  governance 
Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan Di Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten 
Gresik, Publika 2 no.3, 2014 
3. Samiyono Sugeng, Pelayanan Publik Dihubungkan Dengan 
Peraturan Daerah Dki Jakarta No. 7 Tahun 2010 Tentang 
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Rangka 
Mewujudkan Good  governance, jurnal Surya Kencana Satu 
(Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan) Volume 4 Nomor 2 
Oktober 2014 
4. Rosyada, A.A., Analisis Penerapan Prinsip Good  governance 
Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu 







F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini yaitu jenis normatif-empiris. 
Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian 
hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian 
yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk 
perilaku hukum.
7
Jenis penelitian ini bermula dari ketentuan hukum 
posiif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concerto 
dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat 
gabungan dua tahapan kajian yakni kajian mengenai hukum normatif 
yang berlaku dan tahapan penerapan pada peristiwa in concerto guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8
 
2. Metode Pendekatan  
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan 
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara 
akurat. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif tidak terbatas hanya 
sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis 
dan interprestasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang 
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. 
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3. Sumber Data  
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 
pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.
9
 
Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka 
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, 
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta 
dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum 
sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:
10
  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari peraturan perundang-undangan yaitu :  
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945  
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2001 
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12. 
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(4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana 
Usaha dan Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup. 
(5) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu;  
(6) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Bangunan Gedung 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, 
hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 
seterusnya. Data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan 
siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti 
terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.
11
  
4. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk 
menunjanng pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :  
a. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan 
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penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, 
majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).  
b. Teknik Pengumpulan Data Daring 
Teknik pengumpulan data secara daring atau online yakni 
mengumpulkan data melalui sumber-sumber website maupun artikel 
berita yang diakses melalui internet.  
c. Teknik Pengumpulan Data Observasi  
Teknik pengumpulan data secara observasi yaitu dengan melakukan 
pengamatan di lapangan dan mencatat perilaku dari objek penelitian.  
5. Metode Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode 
analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan 
mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian 
hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data 
kualitatif adalah suatu cara ananlisis yang menghasilkan data deskriptif 
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 




G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai 
tahapan didalam penulisan, yaitu: 
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 Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengembangan dari proposal 
yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II Landasan Konseptual. Bab ini akan membahas mengenai 
Tinjauan Umum Prinsip Good  governance meliputi Pengertian Good  
governance, Karakteristik, Konsep dan Penerapan Good  governance serta 
Perbandingan Governance dan Goverment, Tinjauan Umum Pelayanan 
Publik dan Tinjauan Umum Izin Mendirikan Bangunan yang berisi tentang 
Pengertian, Fungsi dan Tujuan Izin.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil 
rumusan masalah tentang penerapan Prinsip good governance dalam 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan 
Kota Tegal dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kota Tegal untuk 
memaksimalkan penerapan Prinsip good  governance dalam penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  






BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan Umum Good Governance  
1. Pengertian Good Governance   
Istilah Good Governanc secara terminologi berasal dari bahasa 
Eropa Latin yakni Gubernare yang kemudian diserap bahasa inggris 
menjadi kata goven yang mempunyai arti steer (menyetir, 
mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).  
Menurut United Nation Development Program (UNDP), istilah 
governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat 
dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan 
politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, 




Konsep governance bukanlah baru, konsep tersebut sama tuanya 
dengan peradaban manusia. Secara sederhana governance berarti : “ 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan”. Governance dapat 
berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses 
bagaimana keputusan tersebut diterapkan atau dilaksanakan.  
Governance juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, 
seperti : corporate governance, international governance, national 
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governance dan local governance. Selama governance adalah proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai 
governance terpusat pada pelaku pelaku ( aktor) formal dan tidak 
formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan 
yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait. 
Pendapat Taschereau dan Campos sebagaimana dikutip Thoha 
menjelaskan bahwa tata pemerintahan baik (good governance) 
merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, 
kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling 
mengawasi yang dilakukan oleh unsur yakni pemerintahan 
(government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan 
(business)  yang berada di sektor swasta. Ketiga unsur itu memiliki 
tata hubungan yang sama dan sederajat.
14
  
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti 
Good Governance sebagai berikut: kepemerintahan yag mengemban 
akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, 
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, 
supremasi hukum dan dapat diterima oleh selurruh masyarakat.
15
 
Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 
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dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 
and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, 
selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam 
kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya 
dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus 
mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi 
pemerintahan yang bersih dan transparan.  
Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka Good 
governance adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola 
hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat 
sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 
demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 




Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting 
dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja 
aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-
prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan 
dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, 
di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang 
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dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, 
dan biayanya mahal. 
Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi 
gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumang tindih, sistem, 
metode, dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum 
profesional, belum netral dan sejahteran, praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme masih mengakar, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara 
masih rendah. 
2. Karakteristik Good Governance  
Menurut United Nation Development Program (UNDP), Good 
Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama yakni : 
17
  
a) Participation; adalah bentuk keikutsertaan semua pihak dalam 
upaya meningkatkan kinerja organisasi publik. Partisipasi 
dibangun atas dasar kebebasan  menyampaikan pendapat secara 
konstruktif yang dapat diartikan bahwa setiap warga negara 
memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung 
maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. 
Partisipasi seperti ini dibangun atas asas kebebasan berasosiasi 
dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.  
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b) Rule of Law, yakni diperlihatkan melalui penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
c) Transparancy; yakni perwujudan dari kebebasan masyarakat 
dalam mengakses informasi dari organisasi publik. Informasi 
yang diberikan oleh lembaga publik tersebut harus up to date 
maupun bersifat interaktif dan dapat dimengerti oleh masyarakat.  
d) Responsiveness, ditunjukkan oleh perilaku organisasi publik 
sebagai pelayan masyarakat.  
e) Consensus oriented, menunjukkan kepedulian organisasi publik 
terhadap kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan 
organisasi semata. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang 
dikeluarkan oleh organisasi publik. Artinya, good governance 
menjadi perantara kepentingan- kepentingan yang berbeda untuk 
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik 
dalam hal kebijakan maupun prosedur. 
f) Equity, merupakan harapan masyarakat bahwa eksistensi 
organisasi publik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Pengelolaan sumber daya oleh organisasi publik memiliki tujuan 
untuk menciptakan keadilan yang merata terhadap konsumsi 
sumber daya tersebut oleh masyarakat.  
g) Effectiveness dan efficiency, yakni upaya pengelolaan sumber 





Organisasi publik harus memperhitungkan cost benefit analysis 
dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Dengan 
kata lain, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan 
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan 
sumber-sumber yang tersedia sebaik-baiknya. 
h) Accountability, yakni pertanggungjawaban organisasi publik 
kepada stakeholders. Bentuk pertanggunjawaban dapat berupa 
laporan kinerja organisasi publik dalam kurun waktu tertentu baik 
kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan, kinerja jangka 






3. Konsep Good Governance  
Negara, sebagai satu unsur governance, di dalamnya termasuk 
lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor 
swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor 
informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sector swasta adalah 
bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat 
dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai 
pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik dan ekonomi yang dapat 
menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan 
perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari 
individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun yang 
tidak) yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi dengan 
aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.
18
 
Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan 
ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. 
Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan 
perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu 
berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas 
perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan 
kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. 
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Berdasarkan pemahaman atas pengertian governance tersebut, 
maka penambahan kata sifat good dalam governance bisa diartikan 
sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau 
positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara 
maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas 
dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin 
dicapai. 
4. Penerapan Good Governance 
Penerapan prinsip Good Governance adalah proses kegiatan 
administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur 
pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya 
yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan 
hukum, daya tangkap dan akuntabilitas. Kinerja aparatur pemerintah 
adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang merupakan 
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai 
dari hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 
di tentukan. 
Pengimplementasian good governance dapat terwujud apabila 
aparatur pemerintah dan institusi public secara keseluruhan dapat 
bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsive 
terhadap kepentingan masyarakat. Dapat diartikan bahwa 





berpemerintahan yang baik yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, 
transparansi, penegakan hukum, responsive, kesetaraan, efektifitas dan 
efisiensi, serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah maupun diluar 
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B. Tinjauan Umum Pelayanan Publik  
1. Pengertian Pelayanan Publik  
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 




Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam 
penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana termuat dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 
dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara dalam pelayanan publik.  
2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik  
Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan 
atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi 
lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan 
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aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.
21
 
a. Unsur pertama, adalah setiap institusi penyelenggara Negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 
b. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang 
berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), 
pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi 
yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki 
akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah 
yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk 
melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan 
mewabahnya Pungli, dan ironisnya dianggap saling 
menguntungkan.  
c. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, 
unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara 
pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan 
pelayanan publik yang berorienntasi untuk memuaskan 
pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.  
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3. Asas, Prinsip, dan Standar Pelayanan Publik  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara N0. 63 
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 




a. Asas-asas Pelayanan Publik 
1) Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai dan mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuia dengan 
peraturan perundangundangan. 
3) Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 
pada prinisp efisiensi dan efektivitas. 
4) Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.  
5) Kesamaan Hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status 
ekonomi. 
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6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. 
b. Prinsip Pelayanan Publik  
1) Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2) Kejelasan 
• Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
• Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung- 
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 
pelayanan publik 
• Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara 
pembayaran 
3) Kepastian waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4) Akurasi: Produk pelayanan publik diteriam dengan benar, 
tepat dan sah. 
5) Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik 
memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
6) Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan 





penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan public. 
7) Kelengkapan sarana dan prasarana: Tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
8) Kemudahan akses: Tempat dan lokasi serta sarana 
pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan: Pemberi 
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  
10) Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain.  
c. Standar Pelayanan Publik  
Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 
1) Prosedur Pelayanan : Prosedur pelayanan yang dibakukan 





2) Waktu Penyelesaian : Waktu penyelesaian yang ditetapkan 
sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan 
3) Biaya Pelayanan : Biaya/tarif pelayanan termasuk 
rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 
pelayanan 
4) Produk Pelayanan : Hasil pelayanan yang akan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
5) Sarana dan Prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan 
publik 
6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan: Kompetensi 
petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan 
perilaku yang dibutuhkan. 
C. Tinjauan Umum Izin Mendirikan Bangunan  
1. Pengertian Perizinan  
Izin dalam arti luas merupakan suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan 
peraturan perundang-undangan dengan memberi izin penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan 





perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 
mengharuskan pengawasan didalamnya dapat dilakukan perbedaan 
berdasarkan figur hukum, figur hukum inilah bahwa semuanya 
menimbulkan akibat hukum yang kurang lebih sama, yakni dalam 
keadaan tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang 
semestinya dilarang.  
Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin 
merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin 
dalam arti sempit).
23
 Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan 
ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat 
melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk 
seseorang atau suatu pihak melakukan sesuatu tersebut tertutup 
kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah 
mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang 
atau pihak yang bersangkutan.
24
 
Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 
pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, 
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sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha 
yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi 
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat 
melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, 
pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi 
memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya 
pengawasan.
25
   
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Daerah. Pasal 1 angka 8 izin diberikan pengertian sebagai 
dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian 
pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin 
yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut 
sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.
26
 
2. Tujuan dan Fungsi Perizinan  
Tujuan secara umum adalah untuk pengendalian dari pada 
aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya 
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berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang 
berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.  
Dilihat dari sisi pemerintah tujuan dalam pemberian perizinan 
adalah sebuah perwujudan dalam melaksanakan peraturan yakni 
apakah suatu praktek di lapangan sesuai dengan peraturan yang ada. 
Selain itu, perizinan juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah 
dengan adanya pemasukan dari hasil pembayaran retribusi perizinan.  
Perizinan juga memiliki tujuan dari sisi masyarakat yakni untuk 
adanya kepastian hukum, untuk memperoleh kepastian hak serta 
mempermudah dalam hal memperoleh fasilitas.  
Secara garis besar fungsi izin dibagi menjadi fungsi untuk 
mengatur dan fungsi untuk penertib. Fungsi pengatur ialah agar 
supaya perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan 
peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang 
telah diberikan, dengan kata lain, fungsi ini dimiliki oleh pemerintah. 
Sedagkan fungsi dalam penertib adalah agar setiap izin yang dimiliki 
tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga ketertiban dalam 
setiap segi kehidupan masyarakat dapat terlaksana. 
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Pembangunan menurut definisi Parsudi Suparlan dalam 
tulisannya berjudul Antropologi Pembangunan adalah serangkaian 
upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-





dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang 
secara terencana mengubah caracara hidup atau kebudayaan dari 
sesuatu masyarakat, sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup 




Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk 
membangun bare, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi 
dan persyaratan teknis yang berlaku.
28
  
Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lebih lanjut 
terdapat pada bagian penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
Didefinisikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah surat bukti 
dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat 
mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan 
berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui 
oleh Pemerintah Daerah.  
Undang-undang mengenai bangunan gedung meliputi fungsi 
dari bangunan gedung, persyaratan, penyelenggaraan, peran 




Parsudi Parlan dalam hand out Sosiologi dan Antropologi Pembangunan oleh Dra. Leli Yulifar, 
M.Pd, diunduh pada tanggal 15 September 2017. 
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masyarakat serta pembinaan. Pada salah satu pasal dalam undang-
undang ini, yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung ditentukan bahwa pengaturan bangunan 
gedung memiliki tujuan di antaranya adalah untuk mewujudkan 
bangunan gedung yang fungsional, dengan tata bangunan yang sesuai 
selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 
Menurut Sunarto IMB yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan 
yang bertujuan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan 
sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan 
(NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditet:pkan sesuai 
dengan syaratsyarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut, orang lain dan lingkungan.
29
  
Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki 
IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah 
bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung 
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana 
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4. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tegal  
Pemerintah Kota Tegal sejak awal telah menerapkan model 
pelayanan terpadu, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Badan Pelayanan Perizinan 
Satu Atap di Daerah. 
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang 
benar tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Tegal. 
Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan kinerja 
layanan perizinan yang dilaksanakan dengan model pelayanan 
terpadu satu pintu (one stop service), baik dari aspek kelembagaan, 
kapasitas SDM, sistem manajemen, sarana dan prasarana, maupun 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  
1. Aspek Kelembagaan  
a. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) - 1999-2005 
Dibentuk UPT Satu Atap dengan Keputusan Walikota 
tegal nomor 13 tahun 1999, sebagai lembaga non struktural 
yang merupakan embrio komitmen nyata Pemerintah Kota 





b. UPDT Pelayanan Terpadu – 2005-2008 
Dibentuk dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005, 
Pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) 
diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPDT) Pelayanan Terpadu, pada Dinas Pendapatan 
Daerah. 
c. Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) - 2009 - 2016 
Dibentuk dengan Perda Nomor 12 Tahun 2008, 
pelayanan terpadu diselenggarakan pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu, sekaligus melaksanakan urusan wajib 
bidang penanaman modal. 
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(2017-sekarang) 
Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Tegal. 
2. Aspek Sistem Manajemen  
Telah dilaksanakan pelayanan berbasis Manajemen Mutu 
(SMM) ISO 9001 : 2008 (2010-2016) 
Tahap pertama: bisnis proses yang masuk lingkup ISO 
terbatas 14 perizinan dan non perizinan; dan Sekretariat sebagai 






Tahap kedua: dilakukan scope extention untuk seluruh izin 
dan non izin, Sekretariat, Bidang Promosi dan Kerjasama, dan 
Bidang Pengembangan dan Pengendalian penanaman Modal. 
Sertifikat No QEC 27968 tanggal 24 Oktober 2011 
Tahap ketiga: dilakukan initial audit untuk Bidang 
Pelayanan Perizinan, Bidang Promosi dan Kerjasama, Bidang 
Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal dan 
Sekretariat. Sertifkat Nomor: 51371 tanggal 13 Agustus 2013 
Sedangkan sejak tahun 2017, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  Tegal  sudah mulai 
melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 
9001:2015. 
3. Aspek Penerapan TIK 
DPM PTSP telah menyelenggarakan layanan perizinan 
dan non perizinan kepada masyarakat dengan menerapkan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan 
membangun Sistem Informasi Manajemen One Stop Service 
(SIMOSS) dan sudah di-launching tanggal 18 Januari 2012. 
Pelayanan perizinan/non perizinan berbasis TIK 
menggunakan sistem open source yang bisa diintegrasikan 
dengan SIM lain dari instansi terkait, bisa diakses on-line baik 





Masyarakat bisa mengakses web perizinan untuk berbagai 
kepentingan: mendapatkan informasi tentang syarat dan 
prosedur mengurus izin, men-download form perizinan dan 
persyaratan serta mengetahui status proses perizinan yang telah 
diajukan. 
Layanan perizinan/non perizinan berbasis TIK juga 
dilengkapi dengan fasilitas SMS Gateway, masyarakat pengguna 
jasa layanan bisa memanfaatkan SMS Gateway untuk: 
menanyakan status permohonan izin sudah sampai pada tahap 
mana, menanyakan besaran retribusi/ pajak menyampaikan 
keluhan dan aduan. 
Kehadiran Bank Jateng di DPM PTSP mendukung 
kerjasama dengan Pemerintah Kota Tegal dalam pembayaran 
retribusi dan pajak terkait pengurusan perizinan dan non 





BAB III  
PEMBAHASAN  
A. Kebijakan Prinsip Good  Governance Dalam Pelayanan Penerbitan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Lingkungan Pemerintahan 
Kota Tegal  
Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting 
oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, 
unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki 
kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga 
alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan 
publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, 
perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, 
yaitu pemerintah , warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik 
adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang 
sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik 




Pemerintah Kota Tegal sejak awal telah menerapkan model 
pelayanan terpadu, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 25 Tahun 1998 tentang Badan Pelayanan Perizinan Satu Atap di 
Daerah. 
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Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar 
tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.  
Jenis pelayanan yang ada di DPMPTSP Kota Tegal antara lain 
pelayanan izin apotik, izin bursa kerja khusus, izin insidentil angkutan 
umum, izin kerja bidan, izin kerja perawat, izin klink fisioterapi, izin 
klinik pratama, izin lembaga pelatihan kerja, izin mendirikan bangunan, 
izin optik, izim pemakaian kios, izin pemakaian tanah penguasaan 
pemerintah Kota Tegal, izin usaha rumah kost, dan lain sebagainya.  
Penerbitan IMB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. 
Pengurusan penerbitan IMB wilayaha Kota Tegal dilakukan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal. Proses 
pelayanan penerbitan IMB tentunya harus memperhatikan prinsip good 
governance, hal ini dikarenakan pelayanan penerbitan IMB merupakan 
sebuah proses yang melibatkan antara sektor masyarakat dan pemerintah 
daerah dan prinsip good governance dapat menjadi suatu tolak ukur 
bagaimana jalannya suatu pelayanan publik yang baik di suatu daerah. 
Dasar hukum dalam pelaksanaan penerbitan IMB di Kota Tegal antara 





1) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu; 
2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Bangunan Gedung; 
3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 
4) Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. 
Dinas terkait dalam penerbitan IMB yakni Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas PUPR dalam kaitannya proses 
perizinan IMB di Kota Tegal bertugas :  
a. Menerima gambar teknis bangunan dan persyaratan teknis 
kemudian mengesahkan gambar teknis bangunan; 
b. Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan 
menggunakan Aplikasi SIMOSS; 
c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS untuk dilanjutkan 
pemrosesan di DPM PTSP ; 
d. Menyerahkan gambar teknis bangunan yang telah disahkan dan 





Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good 
governance, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan 
dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi 
dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu 
dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan 
komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah 
(government), swasta (private) dan masyarakat (society). 
Fokus utama dalam penelitian ini ialah kebijakan prinsip good 
governance dalam proses penerbitan IMB di Kota Tegal yakni sebagai 
berikut :  
1. Prinsip Akuntabilitas  
Akuntabilitas pada dasarnya adalah suatu konsep yang baik 
untuk membenahi birokrasi publik sehingga sesuai dengan 
harapan-harapan publik.  Akuntabilitas yaitu asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
32
  
Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur 
pemerintah harus mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas 
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dan pelaksanaan pekerjaannya kepada publik. Akuntabilitas 
merupakan persyaratan mendasar guna mencegah 
penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin 




Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam 
organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas 
diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan 
negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk 
itu, setiap penyelenggaraan negara harus melaksanakan tugasnya 
secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan dan kebijakan publik yang berlaku serta 
menghidari penyalahgunaan wewenang. 
34
 
Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan 
pada Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman  Modal (DPMPTSP) Kota Tegal dalam Pelayanan 
Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tegal bahwa seluruh 
rangkaian proses dalam pelayanan sudah diatur dalam Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 
                                                             
33
 Rorong M.E, Lengkong, Florance D.J, dan Ogotan M., Implementasi Kebijakan Good 
Governance Pada Sekretariat Daerah Kota Bitung, hlm.9 
34
 Zulfikar, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Blitar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 





tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan.  
Jumlah petugas yang ada dalam proses perizinan IMB ada 6 
(enam) orang petugas yang terdiri dari petugas loket pendaftaran, 
petugas front office, petugas back office, koordinator unit, 
koordinator back office, petugas unit  dari Dinas PUPR. 
Pertanggung jawaban pengawasan internal dilakukan oleh Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Tegal; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 
Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan. 
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan penerbitan IMB 
di Kota Tegal :  
1. Pemohon : 
a. Meminta informasi persyaratan dan Formulir 
Permohonan kepada Petugas Loket Informasi 
b. Melengkapi persyaratan permohonan 
c. Mendaftarkan berkas permohonan kepada Petugas Loket 
Pendaftaran 
2. Petugas Loket Pendaftaran : 
a. Menerima dan mengecek kelengkapan Berkas 
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Apabila 





permohonan tidak dapat diterima dan dikembalikan 
kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas 
lengkap maka Petugas Loket Pendaftaran memasukkan 
data primer permohonan ke dalam Aplikasi Pendaftaran 
pada Sistem Informasi Manajemen One Stop Service 
(SIMOSS); 
b. Mencetak resi penerimaan berkas sebanyak 2 (dua) 
lembar, 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 
1 (satu) lembar untuk arsip; 
c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan 
menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator 
Front Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 
3. Koordinator Front Office : 
a. Menerima berkas permohonan dari Petugas Loket 
Pendaftaran kemudian memverifikasi kelengkapan dan 
kebenaran berkas permohonan : 
1) Apabila terdapat persyaratan yang tidak memenuhi 
keabsahan maka permohonan ditolak dan berkas 
dikembalikan kepada pemohon; 






b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan 
menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator 
Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 
4. Koordinator Back Office : 
a. Menerima berkas permohonan dari Koordinator Front 
Office dan merencanakan pemrosesan permohonan; 
b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan 
menyerahkan berkas permohonan kepada Unit terkait 
untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 
5. Koordinator Unit menerima berkas permohonan dari 
Koordinator Back Office kemudian menyerahkannya kepada 
Petugas Unit untuk diproses dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Petugas Unit memasukkan data sekunder permohonan ke 
dalam Aplikasi SIMOSS kemudian melakukan routing 
dengan Aplikasi SIMOSS kepada Tim Teknis Dinas 
PUPR ; 
b. Petugas Unit membuat pengantar pengiriman berkas 
pengesahan gambar secara manual dan menyerahkannya 
beserta gambar teknis bangunan dan persyaratan teknis 
untuk pengesahan gambar kepada Petugas Piket Loket 
Pra IMB dari Dinas PUPR ; 





a. Menerima gambar teknis bangunan dan persyaratan 
teknis kemudian mengesahkan gambar teknis bangunan; 
b. Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
dengan menggunakan Aplikasi SIMOSS; 
c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS untuk 
dilanjutkan pemrosesan di DPM PTSP ; 
d. Menyerahkan gambar teknis bangunan yang telah 
disahkan dan persyaratan teknis kepada Petugas Unit 
DPM PTSP; 
7. Petugas Unit : 
a. Menerima berkas permohonan beserta gambar teknis 
bangunan yang telah disahkan; 
b. Mencetak SKRD dan draft IMB; 
c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan 
menyerahkan berkas permohonan beserta SKRD dan 
draft IMB kepada Koordinator Back Office untuk 
dilanjutkan ke proses berikutnya. 
8. Koordinator Back Office : 
a. Menerima berkas permohonan beserta draft IMB dan 
SKRD dari Petugas Unit kemudian memeriksa draft 
IMB; apabila terdapat kesalahan pada draft IMB maka 
berkas permohonan beserta draft IMB dan SKRD 





perbaikan; apabila sesuai maka Koordinator Back Office 
memberi paraf pada draft IMB; 
b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS kemudian 
menyerahkan berkas permohonan beserta draft IMB dan 
SKRD kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk 
dilanjutkan ke proses berikutnya.  
9. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : 
a. Menerima berkas permohonan beserta draft IMB dan 
SKRD dari Koordinator Back Office kemudian 
memeriksa draft IMB; apabila terdapat kesalahan pada 
draft IMB maka berkas permohonan beserta draft IMB 
dan SKRD dikembalikan kepada Koordinator Back 
Office untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka 
Kabid Pelayanan Perizinan memberi paraf pada draft 
IMB; 
b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS kemudian 
menyerahkan berkas permohonan beserta draft IMB dan 
SKRD kepada Kepala DPM PTSP untuk dilanjutkan ke 
proses berikutnya. 
10. Kepala DPM PTSP : 
a. Menerima berkas permohonan beserta draft IMB dan 





oleh Koordinator Back Office dan Kabid Pelayanan 
Perizinan; 
b. melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS kepada 
Petugas Loket Pengambilan SK / Izin dan menyerahkan 
berkas permohonan beserta IMB dan SKRD kepada 
Petugas Unit untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 
11. Petugas Unit memberi stempel dinas pada IMB dan dipilah 
guna pengarsipan kemudian menyerahkan IMB kepada 
Petugas Loket Pengambilan SK / Izin; 
12. Pemohon : 
a. Menyampaikan kepada Petugas Loket Pengambilan 
bahwa Pemohon akan mengambil IMB dan membayar 
retribusi sesuai SKRD dengan menyerahkan resi 
penerimaan berkas; 
b. Menerima SKRD dan Surat Tanda Setoran (STS) dari 
Petugas Loket Pengambilan Izin; 
c. Membayar retribusi sesuai SKRD kepada Petugas Loket 
Kas Bank Jateng dengan menyerahkan STS; 
d. Menerima STS yang sudah dibubuhi Kas Register Bank 
Jateng sebagai bukti retribusi telah dibayar; 






13. Petugas Loket Pengambilan SK / Izin menyerahkan dokumen 
IMB kepada pemohon dengan meminta pemohon untuk 
menunjukkan resi penerimaan berkas dan STS yang sudah 
dibubuhi Kas Register Bank Jateng; 
14. Pemohon menerima IMB dari Petugas Loket Pengambilan 
Izin. 
15. Apabila setelah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 
terbitnya IMB, Pemohon belum mengambil IMB dan SKRD, 
maka IMB dan SKRD diserahkan kepada Petugas Loket 
Informasi untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan 
pemberitahuan kepada Pemohon untuk mengambil IMB dan 
SKRD. 
Pelayanan penerbitan IMB di DPMPTSP Kota Tegal masih 
diwarnai dengan “calo” yang dilakukan oleh “orang dalam”. Hal 
ini dikarenakan masyarakat cenderung merasa bahwa pelayanan 
atau persyaratan permohonan IMB berbelit-belit dan 
membutuhkan waktu yang lama. Penyelenggaraan pelayanan 
publik yang akuntabel akan selalu berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik dan tidak berbelit-belit dan mempersulit 
kepada masyarakat pengguna jasa. 
2. Prinsip Transparansi 
Transparasi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan 





menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 
kemudahan di dalam memperoleh informasi dibangun atas dasar 
arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, 
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-




United Nations Development Programme (UNDP) pada 
tahun 1997 menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti 
yaitu pemerintahan harus dibangun dalamkebebasan aliran 
informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang 
membutuhkannya. 
Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan) adalah 
sebuah perwujudan nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat 
apabila masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta 
mendapatkan data dan informasi mengenai kebijakan, program, 
dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilakukan di tingkat 
pusat maupun daerah.  
Transparansi merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan 
pelayanan publik,  pelaksana pelayanan publik harus terbuka pada 
setiap tindakannya haruslah siap menerima kritikan maupun 
masukan dari masyarakat dan memberikan respon terhadap 
                                                             
35
 Pertiwi, Een, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Aplikasi Pelayanan 
Administrasi Terintegrasi (Palui) Di Kelurahan Basirih, Universitas Islam Kalimantan 





kritikan tersebut, karena ini merupakan aspirasi riil dari 
masyarakat, selain itu, keterbukaan sendiri sangatlah diperlukan 
untuk mengurangi timbulnya perilaku aparatur yang dapat 
merugikan negara dan masyarakat.
36
 




(1) Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan;  
(2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat bisa 
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah;  
(3) Berlakunya prinsip check and balance antar lembaga 
eksekutif dan legislatif.  
Prinsip transparansi memiliki tujuan membangun rasa 
saling percaya antar pemerintah dengan publik yang mana 
pemerintah harus memberikan informasi yang pasti atau akurat 
kepada publik yang membutuhkan.  
Terutama informasi yang andal berkaitan dengan masalah-
masalah hukum, peraturan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam 
pelaksanaan urusan pemerintahan; adanya mekanisme yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi 
yang relevan; adanya peraturan yang mengatur mengenai 
                                                             
36
 Sari,I.G.A.A.K, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Kasus: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan 
Penanaman Modal Dan Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar), Citizen Charter 
1(1), 2014, hlm. 9 
37
 Rochmadditia, A.F, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Penanaman Modal Dan Perijinan 





kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi bagi 
masyarakat; serta menumbuhkan budaya kritis di tengah-tengah 




Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat 
untuk ikut serta dalam pengelolaan daerah. Berhubungan dengan 
hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan 
informasi lengkap mengenai kebijakan dan layanan yang 
disediakannya kepada masyarakat.  
Informasi mengenai pelayanan perizinan IMB di Kota Tegal 
saat ini dapat diakses melalui website Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Satu Pintu (https://dpmptsp.tegalkota.go.id). Situs 
DPMPTSP tersebut memuat mengenai profil dari DPMPTSP, 
berisi mengenai cek status proses perizinan, formulir perizinan, 
artikel terkait DPMPTSP, buku kunjungan website, informasi 
jadwal pelayanan, serta beberapa komentar mengenai kualitas 
pelayanan.  
Adanya website dari DPMPTSP ini merupakan suatu upaya 
pemerintah Kota Tegal dalam bentuk penerapan kebijakan prinsip 
dari good governance. Keterbukaan informasi pelayanan 
mengenai perizinan IMB serta perizinan lainnya melalui website 
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ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses dari 
pengajuan perizinan yang diajukan.  
3. Efektifitas dan Efisien  
Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan 
kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-
benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-
baiknya terhadap sumber yang ada.  Efektivitas dan efisiensi 
dapat diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input 
dan outpout.  Efektivitas dan efisiensi pelayanan dapat diukur dari 
waktu, biaya dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan 
suatu bentuk pelayanan publik.
39
 
Insititusi governance harus efisien dan efektif dalam 
melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, 
memfasilitasi dan member peluang ketimbang mengontrol, dan 
melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40
 
Pelayanan penerbitan IMB di DPMPTSP Kota Tegal jika 
dilihat dari prinsip efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan 
penulis bahwa sudah baik karena pemohon izin dapat melihat 
perkembangan proses atau  mengunduh hasil proses lewat website 
yang berarti memudahkan pemohon. Namun, masih terdapat 
kendala dalam pelayanan di kantor, menurut pandangan penulis 
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masih terdapat proses pelayanan yang lama hal ini dikarenakan 
SDM yang ada. Jika ada salah satu pegawai yang izin dapat 
mengganggu berjalannya proses perizinan karena menumpuknya 
pemohon tidak sebanding dengan jumlah pegawai pelayanan.  
Saat ini Kota Tegal sudah mulai menerapkan perizinan 
secara online melalui aplikasi website perizinan online 
DPMPTSP yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat 
dalam memperoleh izin. Namun, masih juga masyarakat yang 
melakukan perizinan secara langsung datang ke DPMPTSP.  
Selanjutnya, bahwa sosialisasi dan transparasi mengenai 
persyaratan dalam pembuatan perijinan masih kurang sehingga 
informasi tidak semuanya sampai ke masyarakat yang berakibat 
masih sering terjadinya kekurangan dalam pemenuhan 
persyaratan dalam pembuatan perizinan. Hal tersebut membuat 
masyarakat harus melengkapi ulang persyaratan tersebut dan 
membuat proses perijinan semakin lama dan tidak efektif dan 
efisien. Akibatnya masyarakat lebih memilih mengajukan 



















Berikut ini beberapa daftar permohonan IMB dan jangka 
waktu balasan dari Dinas PUPR Kota Tegal untuk permohonan 









1. Tarisah 5 Februari 2020 28 Februari 2020 Permohonan 
penerbitan IMB 
untuk bangunan 
rumah tinggal, tetapi 
ditolak karena lokasi 
tidak sesuai Perda 
No.4 Tahun 2012 
tentang Tata Ruang 
Wilayah Kota Tegal 
2.  Santo 
Wibowo  






Tabel 1.1. Daftar permohonan IMB yang ditolak 
Sumber : DPMPTSP Kota Tegal 
Selanjutnya yakni mengambil salah satu contoh status 
proses pengajuan permohonan penerbitan IMB beserta keterangan 
tugas dari tiap petugas : 
41
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 Data DPMPTSP Kota Tegal 
untuk bangunan 
ruko, tetapi ditolak 
karena lokasi tidak 
sesuai Perda No.4 
Tahun 2012 tentang 
Tata Ruang Wilayah 
Kota Tegal 
3. Rasya 3 Februari 2020 20 Februari 2020 Permohonan 
penerbitan IMB 
untuk bangunan 
rumah tinggal, tetapi 
ditolak karena lokasi 
tidak sesuai Perda 
No.4 Tahun 2012 
tentang Tata Ruang 
Wilayah Kota Tegal 
4.  Basori  30 Oktober 2019 20 Januari 2020 Permohonan 
penerbitan IMB 
untuk bangunan 
rumah tinggal, tetapi 
ditolak karena lokasi 
tidak sesuai Perda 
No.4 Tahun 2012 
tentang Tata Ruang 
Wilayah Kota Tegal 
5.  Cayono  4 November 2019 20 Januari 2020 Permohonan 
penerbitan IMB 
untuk bangunan 
rumah tinggal, tetapi 
ditolak karena lokasi 
tidak sesuai Perda 
No.4 Tahun 2012 
tentang Tata Ruang 










B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintahan Kota Tegal Untuk 
Memaksimalkan Prinsip Good Governance dalam Penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 
pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum 
efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang 
belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan 
pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media 
massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan 
kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan 
pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah 
semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.  
Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah pergeseran 
pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi 
pemerintahan sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi 
kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.  
Pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang 
mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula 
pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya 
pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban 
atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang sering disebut 
menjalankan prinsip akuntabilitas (accountability).  Pemerintah daerah 





menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam menggunakan 
dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat 
diselenggarakan dengan baik.  Oleh karena  itu dalam  prakteknya, 
konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua 
pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan 
masyarakat (society). 
Kebijakan prinsip good governance pasti memiliki hambatan 
yang membuat masih tersendatnya prinsip good governance yang baik. 
Hambatan atau kenda dalam terlaksananya prinsip good governance 
yakni masih banyaknya masyarakat yang belum memahami persyaratan 
dalam pengurusan IMB sehingga tidak sedikit masyarakat yang bolak-
balik ke kantor DPMPTSP untuk melengkapi berkas, meskipun 
transparansi telah dilaksanakan, namun pencaloan  tidak dapat dihindari, 
untuk itu dalam mengurus perizinan yang bersangkutan dapat langsung 
datang, agar ruang gerak calo perizinan dapat diminimalisir.  




a. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan 
masyarakat; 
b. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi 
perbaikan; 
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c. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya 
praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja 
aparatur; 
d. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam 
kebijakan publik; 
e. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsipprinsip tata 
kepemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas 
dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; 
f. Mengingatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, 
kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi; 
g. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan 
aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan 
(manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai.  
Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan 
publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, 
kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi 
berbagai permasalahan di atas sehingga mampu  menyediakan pelayanan 
publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang 
dimilikinya.  
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal 
sebagai upaya memaksimalkan prinsip good governance yang sudah 






1. Meninngkatkan standar pelayanan.  
Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting 
dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu 
komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan 
pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentutkan atas 
dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan 
penyelenggara pelayanan.  
Pelayanan perizinan IMB di Kota Tegal perlu ditingkatkan 
kembali sehingga masyarakat merasa nyaman, mulai dari 
menjelaskan dengan cara yang ringan tetapi tepat kepada 
masyarakat sampai mengenai efektifitas dan efisiensi dari proses 
pelayanan yang harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi praktek 
pencaloan.  
2. Peningkatan pengelolaan Efektifitas dan Efisiensi  
Efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya 
dikelola dengan lebih baik. Kekurangan sumber daya, baik 
tenaga, dana maupun sarana dan prasarana akan menjadi 
penghambat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas 
dan kuantitas sumber daya manusia khsususnya yang ada di 
DPMPTSP Kota Tegal mengenai proses penerbitan IMB.  
Misalnya dengan  mengadakan pegawai tambahan atau 





yang tidak dapat hadir maka pelayanan perizinan IMB dapat 
tetap berjalan tanpa mengulur waktu dan juga peningkatan 
kualitas pegawai dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau 
bimbingan teknis kepada pegawai.  
3. Meningkatkan kualitas website sebagai jalur informasi.  
Prinsip transparansi dalam good governance yakni 
keterbukaan informasi kepada masyarakat atau publik, dengan 
kata lain semua informasi yang berkaitan dengan pelayanan 
publik harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tegal 
sudah menjalankan prinsip transparansi ini dalam proses 
perizinan terutama perizinan IMB dengan adanya website 
DPMPTSP namun, keberadaan website yang seharusnya 
menjadi salahsatu pusat informasi masyarakat dinilai kurang 
menarik.  
Melalui website DPMPTSP masyarakat Kota Tegal dapat 
mengetahui proses atau perkembangan atas perizinan IMB yang 
sedang diurus. Informasi yang tersedia di website harus update 
atau terbaru serta isi website yang lebih menarik dan mudah 
dipahami.  
4. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.  
Demi menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu 
dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat 





pelayanan publik. Dalam  konsep manajemen pelayanan, 
kepuasan pelanggan dapat dicapai bila produk pelayanan yang 
diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan 
pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan 
pelayanan publik. Masyarakat dilibatkan untuk menilai dan 
mengevaluasi kualitas pelayanan publik.  
Dennis A. Rondinelli pernah mengingatkan bahwa penyebab 
kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik ini 
(jelasnya, tugas desentralisasi) adalah: Kuatnya komitmen budaya politik 
yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan 
trampil dalam unit-unit lokal; kurangnya sumber-sumber dana untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan 
untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur 
teknologi dan infra struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik. Demikian juga Malcolm Walters menambahkan 
bahwa kegagalan daripada pelayanan publik ini disebabkan aparat 
(birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan yang terjadi dalam budaya 
masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat 
individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter 
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BAB IV  
PENUTUP  
A. SIMPULAN  
1. Penulis memfokuskan pada 3 (tiga) prinsip dari 10 (sepuluh) 
prinsip karakteristik good governance menurut UNDP. Prinsip 
good governance yang penulis gunakan yakni prinsip akuntabilitas, 
prinsip transparansi serta prinsip efektifitas dan efisiensi. 
Pelaksanaan kebijakaan prinsip good governance dalam proses 
penerbitan IMB di DPMPTSP Kota Tegal yakni prinsip 
akuntabilitas yang terjadi di lapangan ialah pelayanan perizinan 
IMB masih berbelit-belit dan masih ditemukannya calo untuk 
mempercepat pengurusan. Selanjutnya prinsip transparansi sudah 
terlihat baik dengan adanya website DPMPTSP sebagai sarana 
keterbukaan kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan IMB. 
Kemudian, prinsip efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan baik hal 
ini dikarenakan masyarakat dapat menghemat waktu untuk melihat 
atau mengecek perkembangan perizinan melalui website.  
2. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Tegal untuk 
memaksimalkan kebijakan prinsip good governance yakni dengan 
adanya peningkatan standar pelayanan, peningkatan efektifitas dan 
efisiensi, meningkatkan kualitas website DPMPTSP, serta 





B. Saran  
Pemerintah Kota Tegal terutama Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu meningkatkan 
sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat mengenai proses 
perizinan IMB, meningkatkan pelayanan dan pelatihan kinerja karyawan 
sehingga tidak terjadi kelambatan sehingga masyarakat tidak 
menggunakan jasa calo untuk mengurus izin. Bersikap tegas terhadap 
para calo terutama calo yang masih berasal dari lingkungan instansi dinas 
yang mencoba membantu rekan atau sanak keluarga yang akan mengurus 
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